
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINST KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2O2L

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN:8A{{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

B UPATI B,+B.I-TO SELATAN,
,:'.' 

,:,,,t' 
t'-r. :,'..i=.,,

Menimbang : a. bahwa, denganii'b6ilakdp Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor g0 t"tr..n 2019 tentang'Klasifikasi, kodefikasi dan

Nomenklatur;rferenO@n . P€mbangunan dan Keuangan

Daerah;"'rnakao;Prb, ,*.S n Bupati Nomor 39 Tahun 2016

tentang :'Penjabaran., T\rgas , pokok dan Fungsi Badan

eengelolaarr,' Keu"rrgan,,.dan,Aset Daerah Kabupaten Barito

S elatan dirasa-.p,!{1u digeqli ;-'

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2L2

ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintah Daerah , ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah serta

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Keda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Barito Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tal:un 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Mengingat

Stamp



2.

3.

4.
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Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor L82O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 ' No*n, 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik,IndongSl ,,,..Nryr 5584 sebagaimana telah diubah

beberapa .kali.,,tgrakhii..Aengan . Undang-Undang Nomor 9

Tahun 20,15 tentang.perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Ta 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Repubii'* Indonesia Nomsr 5679);

Peraturan POmerintah Nomor :18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat ,Eaqrah' .(tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2QL6 Nornsf l'L4, , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indon65ia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 157);

5.

6.
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peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor Laa7l;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2OL6 Nomor 3, Tambahan Lembatan

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun

2A2O bntang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2O2O

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);

. ,MEMUTUSKAN 
:

Menetapkan : PERATURAN, eupant TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
''..''...

oRGANrSASi.ruG[s dt*wNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

PENGELOiAaU rp eaN;DAN ASET DAERAH KABUPATEN

BARITO SELATAN:,'' " ' '" "',',:i.

. ,.,.., 'BAB | '' '

:.:,.KETENTUAN UM.UM

PaSal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

3. Bupati adalah Bupati barito Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut

Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

Z. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Barito Selatan.

7.

8.

9.
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8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekerja pada Instansi Pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada

Kabupaten Barito Selatan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat PPPK

adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.

1 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka

mendukung TUgas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Pengelolaan Keuangan ,.dan Asei Daerah Kabupaten Barito Selatan

merupakan unsur penunjqpg ,*"", pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang keuangan.

Badan Pengelolaan I{elrangao.d.:-..A**Daerah Kabupaten Barito Selatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah a"" $e* g&ng , jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah XaUupaten- earito "S'Akan. l

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

sebagai mana dimaksud pa44 . 1). ,mg,rypunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melaksanakan tugas :

a. pen5rusunan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan,

akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset;

b. pelaksanaatl tugas dukungan teknis bidang anggaran, perbendaharaan,

akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan,

akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset;

d. pembinaan teknis penyelenggaraar, fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pendapatan

dan pengelolaan aset; dan

(3)

(41
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

Kepala Badan.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub bagian Keuangan.

Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2. Sub BidangVerifikasi dan Penetapan; dan '

3. Sub Bidang Konsultaqi, P.eayuluhan dan Dokumentasi Data.

Anggaran;

rsunan Anggaran Pendapatan dan

Daerah dan Administrasi Pejabat

Pengelola Kas Daerah.

1. Sub Bidang Pe4ag!h€n?9.jak dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

2. Sub Bidang Penagihan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah; dan

3. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja

Transfer;

2. Sub Bidang Belanja Modal; dan

3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

g. Bidang Akutansi dan Pelaporan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi;

2. Sub Bidang Akuntansi; dan

3. Sub Bidang Pelaporan.

h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan;

2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan

3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan.

a.

b.
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(1)

(2)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang dalam melaksaaakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Sub Bidang sebagaimana-'dim d.,:dq1.m Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang yang,dalam,'i4elaksiinakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

,TU$DAN.FUNGSI

, 
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk membantu

memimpin, membina, mengkoordinasikan, menetapkan Rencana Kerja Badan,

membantu Bupati dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang Pengelolaan

Keuangan yang mencangkup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pelaporan

Keuangan Daerah, Aset Daerah serta mengadakan hubungan kerjasama

dengan lembaga/ instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan melaksanakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan program kerja

di bidang Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;

b. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi di bidang Pendapatan Daerah,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta pelayanan umum sesuai

bidang tugas;

(3)

(4)

(1)

(2t
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c. pelaksanaan ketatausahaan di bidang administrasi umum, Kepegawaian,

Aset dan Keuangan;

d. pelaksanaan Pungutan dan Penerimaan Pendapatan Daerah serta

instensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah;

e. pengendalian dan penyajian informasi Penerimaan Pendapatan Daerah,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

f. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. pengesahan Dokumen Anggaran, Penyiapan Surat yang menyangkut

Pencairan Anggaran; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6 '

(1) Sekretariat mempuny4i' ltugas pengkoordinasian penyiapan bahan

perencanaan, pembinaan, ev-.dria.qi.:1$n pelaporan kegiatan Badan,

pengelolaan administrasi ke.'.uanganl.,.pelayanan adminisrasi, kearsipan,

kehumasan, keprotokolan, .,01q11engkaB,'+rl, rymah tangga, organisasi dan

tatalaksana, analisis :iaba$1 .O, mentasi Peraturan Perundang-

undangan berdasarkan ,S.,! {ar'@ ketentuan yang berlaku guna

menunjang pelaksanaan tugas Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas,,seUagimana,dimaksud pada pada ayat (1),

Sekretariatmelaksanaka{r' ngsi: -i 
,.,.,r,

a. pengkoordinasian penyiapan- ,,I,perumusan penJrusunan Rencana

Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kenerja Tahunan dan Penetapan

Kinerja Badan;

b. pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan

ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Plafon Prioritas

Anggaran Sementara;

c. pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk di antaranya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban dan Penerapan standar pelayanan

publik;

d. pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan;

e. pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja

Anggaran maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
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pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji

dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menJrurat, pengelolaan

kearasipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan,

kepegawaian, rumah tangga, Sarana dan prasarana, penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan

administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah

tangga, organisasi dan 
, 
tatalaksana, analisis jabatan, peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan dokumentasi peraturan perundang-undangan

berdasar standar ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan':tugq1,,,!,,9&.galmana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum mempunyii uraiinagasl 
'

a. menyiapkan bahan;.. dan. perumusan kebrjakan teknis pelayanan
, ,r.. ::,: ti '!_

administrasi, kearsip.qn, kehu-,mas41i:kenrotokolan, perlengkapan, rumah

tangga, organisasi dan tartdiaksan-a,,,r@alisis jabatan, dan dokomentasi

administrasi Perkantoran danb. menyiapkan petraksandatr, pClayahan

kepegawaian, koordinasi dan konsultasi;

c. menyiapkan pelaksan*rat,Pqanen-,ikearsipan, dokomentasi peraturan

perundang-undangan, kehumasan, dan, keprotokolan;

d. menyiapkan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;

e. menyiapkan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis

jabatan serta Bimtek/Diklat bagi Aparatur Sipil Negara, penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

f. melaksanakan pengawasan melekat dan arahan tugas kepala bawahan;

dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas penyiapan bahan

pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dinas

berdasar ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Perencanaan mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penJrusunan

rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi;

b. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja);

c. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Badan ke

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran dan
.

Dokumen pelaksanall Angg aran;

d. menyiapkan pelaksanaSn pelryu*t* dokomen pelaporan termasuk di

dalamnya Laporan Kinerj a, Inste.nsi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan laporan lainnya;

e. melaksanakan Evaluasi Pencapaian':,Kinerja dan Angsuran Sub Bagian;

f. melaksanakan tugas lain yeng.rCiberikan oleh atasan.

. 
... l

Paragrap 3
'

Sub Bagian,Keuangan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan pelayanan administrasi

keuangan Badan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna

menunjang pelaksanaan tugas Badan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Sub Bagian

Keuangan mempunyai uraian tugas;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan

administrasi keuangan Badan;

b. menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, verifikasi surat

pertanggungjawaban, pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

administrasi keuangan Badan;

c. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;

d. melaksanakan pengawasan melekat dan arahan kepada bawahan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kedua

Bidang Pengembangan potensi pendapatan Asli Daerah

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah, mempunyai tugas
menyelenggarakan kegitan operasional dalam rangka pengembangan dan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah melaksanakan fungsi :

a. pen)rusunan Rencana Kerja Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan
Asli Daerah;

b. pelaksana€Ln intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Potensi pendapatan

Asli Daerah;

c. pelaksanaan pendataan dan pengkajian terhadap Potensi Pendapatan Asli

d. penghimpunan, p"rgt6han,d4n pendokumentasian terhadap semua data
Potensi Pendapatan Asli Oaeiah,,rne1&t *r, verifikasi penetapan;

e. pelakasanaan pembinaan dan penyututran dan dokumentasi semua data
Potensi Pendapata4 Asli Daeqqlr; .:,::,: 

'

f. pelaksanankonsultasi,dan*"oral :denganpihakterkait;

g. pelaksanaan pengawasan melekat dan arahan kepada bawahan; dan
h. pelaksanaan tugas lain 51ang diberikan oleh.atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendataan dan pendaftaran

Pasal 1 1

(1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis oprasional pendataan dan pendaftaran terhadap semua
potensi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak dan
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pendataan dan Pendaftaran mempunyai uraian tugas :

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kerja dan kegiatan serta
anggaran berbasis kineda Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;



-11-

b. menyiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran potensi

Pendapatan Asli Daerah;

c. menyiapkan penelitian dan pengkajian ekstensifikasi sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah;

d. menyusun dan penyiapan formulir yang diperlukan dalam rangka

pendataan dan pendaftaran potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

e. menghimpun data objek potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam

rangka pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah;

g. menyiapkan konsep rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah mengenai hal yang terkait dengan pendataan dan pengembangan

potensi Pendapatan Asli Daerah;

h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan;

i. menyiapkan bahan I data serta menJrusun naskah dinas sesuai

kepentingan dinas;

j. melaksanakan pengawasar, rylgie1i4f,:,dan''memberikan arahan dan tugas

kepada bawahani dan,

(1)

k. melaksanakan tugas Iain yaniidiberikaA oleh atasan.
::r. :

suu 
!:!!11- 

tffiffn PenetaPan

Sub Bidang Verifikasi ,dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis oprasional meliP@ Ylrifikasi data, melakukan perhitungan,

penetapan dan penentuan besarnya pajak daerah maupun retribusi daerah.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Verifikasi dan Penetapan mempunyai uraian tugas :

a. men5rusun rencana ke{a dan anggaran berbasis kinerja tahunan Sub

Bidang Verifikasi dan Penetapan;

b. menyusun bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan pajak dan

retribusi daerah;

c. melaksanakan perhitungan terhadap pajak daerah yang telah terdaftar

sebagai wajib pajak daerah sebagai dasar dalam penetapan Surat

Keterangan Pajak Daerah / Surat Keterangan Retribusi Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, dan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar, serta pengelolaan benda berharga;

(21
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d. menyusun rencana perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari

pajak daerah;

e. menetapkan besarnya pajak daerah yang terhutang sesuai ketentuan yang

berlaku;

f. menyusun dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan dan

penetapan pajak daerah;

g. melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang

berkaitan dengan perhitungan dan penetapan pajak daerah;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

i. melaksanakan pengawasan melekat dan memberikan arahan dan tugas

kepada bawahan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

, Paragraf3
:

Sub Bidang Konsultasi, Penyuluhan dan Dokomentasi Data

Pasal 13

(1) Sub Bidang Konsultasi, Penyqluhan dan.,Dokomentasi Data mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan' tekniS.,. oprasiOnal berupa konsultasi, penyuluhan

tentang Pajak Retribusi ,D'aerah'i maupun , Regulasi Perpajakan dan

Dokumentasi data. '. r:. ., , r.:, .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Konsultasi, Penyuluhan dan,Dokumentasi Data mempunyai uraian tugas :

a. men5rusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Sub bidang;

b. membuat dan pemeliharaan Dart4q -Indrrk dan Wajib Pajak dan Retribusi

Daerah;

c. membuat kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wqiib Retribusi

Daerah bagi para wajib pajak maupun retribusi daerah;

d. menyusun dan mengelola pengarsipan terhadap semua data potensi

Pendapatan Asli Daerah;

e. melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi Pendapatan Asli

Daerah;

f. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka menJrusun kebijakan,

pedoman pemberian konsultasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi

daerah;

g. menyiapkan dan penyusunan bahan penyuluhan, bentuk kegiatan

penyuluhan serta Rencana Kegiatan Pekan Panutan Pajak dan Retribusi

Daerah;
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h. menyiapkan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia Pengelola Perpaj akan;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;

melaksanakan pengawasan melekat dan arahan tugas kepada bawahan;

dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran

Pasal 14

(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinye. berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis, pelaksanaan 
.. 

tggas dukung4n teknis, pemantauan, evaluasi,

pelaporan pelaksanaan...' tuga!.,rtdukungan ,teknis, pembinaan teknisi

penyelenggaraan fungsi-fungli penunjangan urusan Pemerintahan daerah

di bidang Anggaran

(3) Bidang Anggaran dekm elak@ka4 , kewajibannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (Q). melgrksl{rak a;:1fungsi : ,

a. penJrusunan kebijakan ryis di bidang anggaran;

b. pelaksanaan tqgls'dukungan.!.e,$is di bidang anggara.n;

c. pemantauan, evaluasi.dan,.pelaporetn ttugas dukungan teknis di bidang

Anggarani "..'.

d. pembinaan teknis periyetrenggaran' fungsi-fungsi penunjang urusan

Pemerintahan di bidang anggaran;

e. perumusan Program kerja pada Bidang Anggaran sebagai pedoman

dalam melaksakan tugas;

f. pelaksanaan kegiatan pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan belanja

Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah

menurut rumusan-rumusan teknis sesuai ketentuan;

g. pemeriksaan dan penyiapan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran /
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran

Sementara, Rencana Kerja Anggaran;

h. penyiapan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, penata usahaan Ikedit Anggaran dan

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan

Kepala Daerah), pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran

Pendapat dan Belanja Daerah;



- 14-

i. pengembangan kegiatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

dalam rangka mencari solusi permasalahan perencanaan maupun

pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi anggaran belanja

untuk bahan tindak lanjut;
j. pengembangan kegiatan penatausahaan/ admistrasi Bidang Anggaran;

k. pengkoordinasian penatausahaan hibah dan bantuan sosial;

1. pemeriksanaan laporan dan hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan

Kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan Pelaksanaan kegiatan bawahan

sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

m. pelaksarTaatt tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bidaqg'Kebijakan dan Pengendalian Anggaran

Pasal 15

(1) Sub Bidang Kebfiakan dan Pengendalian Anggaran dipimpin oleh Kepala

Sub Bidang Vang,. dalan1.,, eI*sanakan tugasnya berkedudukan di

bawah dan bertangglrngj4.qab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Kepala Sub Bidang. Kebljakan dan Pengendalian Anggaran merupakan

jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(3) Uraian Tfrgas Kepala Sub Bidang Kebijikan dan Pengendalian Anggarzrn

adalah sebagai berikut:

a. men)rusun kegiatan,dan'iencana keqja pada Sub Bidang Kebijakan

dan Pengendalia4 Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. merancang formulir-formulir isian penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas

Anggaran Sementara serta mempelajari ketentuan, peraturan,

kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

c. men5rusun Kebijakan Umum Anggaran / Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Perubahan Kabupaten Barito Selatan;

d. menyusun analisis kemampuan keuangan daerah;

e. menJrusun dan menyiapkan Draft Nota Keuangan Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan;

f. mengelola system aplikasi dan informasi manajemen penganggaran;

g. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum

disampaikan kepada atasan;
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men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang kebijakan dan

Pengendalian Anggaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan

sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yarrg di berikan Pimpinan

1)

Paragraf 2

Sub Bidang Anggaran Perencanan dan Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 16

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam

melaksanakankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pen5rusunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau

Uraian tugas Kepala .. Sub Bidang Perencanaan dan Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adatah sebagai berikut:

a. menJrusun kegiatani,' dan,. qmcana . kerja pada Sub Bidang

Perencanaan dan Prn5rusunaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah sebagaip.aq* ehlg4nakan tugas;

b. men)rusun dan memp4gi tugas ,kepada bawahan sesuai dengan

rencana dan .program..J4ng telah di.tetapkan agar program dapat

dilaksakan secara efektif aan efi$iil;'
c. menganalisis kententuan;,peraturan, kebijakan dan pedoman yang

berhubungan dengan bidang tugas;

d. men5rusun dan meyiapkan data untuk bahan pen5rusunan Peraturan

Daerahl Peraturan Kepala Daerah/ Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah / Rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Perubahan dan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah I Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan;

e. mengonsep dan menyiapkan nota keuangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah;

f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sub

Bidang Perencanaan dan Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

2)

3)
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Paragraf 3

Sub Bidang Anggaran Pembiayaan Daerah dan Administrasi Pejabat

Pengelola Kas Daerah

Pasal 17

Sub bidang Anggaran Pembiayaan Daerah dan Administrasi Pejabat

Pengelola Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Kepala Sub Bidang Anggaran Pembiayaan Daerah dan Administrasi

Pejabat Pengelola Kas Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau

jabatan pengawas.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Belanja Pembiayaan adalah sebagai

berikut :

a. menJrusun kegiatan dan rencana4 kerja pada Sub Bidang Anggaran

Pembiayaan Daerah dan Administrasi Pejabat Pengelola Kas Daerah

sebagai pedoqan,dalq4

b. mempersiapkan;,perliJ$gan Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah,

baik Penerima4n eembiayqin.atau Pehgeluaran Pembiayaan dalam

rangka persiapan p.nyo*r-rrrail,, Rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerahl .,,.^r:.....' : .',,,,:.:,i,

c. mengelola dan mengarsipk#'r:.dokur4en-dokumen terkait dengan

Pembiayaan Dearah;

d. menampung, m.' ti dan mere,kapitulasi terhadap usulan-usulan

hibah dan bantuatl.'sbsiii'dari Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Instansi Vertikal, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Sosial

Kemasyarakatan, Masyarakat Umum dan Lembaga/Organisasi

lainnya;

e. mempersiapkan administrasi dan mengelola anggaran hibah,

bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan

yang berlaku;

f. mengonsep dan memproses surat menlrurat dan naskah dinas dana

hibah dan bantuan sosial;

g. men)rusun dan menyiapkan bahan pen5rusunan dan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja hibah

dan bantuan sosial; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.
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Bagian Keempat

Bidang Penagihan

Pasal 18

Bidang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis

oprasional penagihan terhadap wajib pajak daerah maupun retribusi daerah

dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang telah ada penetapannya dan

berada dalam lingkup kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Penagihan melaksanakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kerja dan anggaran bidang berbasis kinerja;

b. perumusan pen5rusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

yang berkaitan dengan optimalisasi maupun efektifitas penagihan pajak

dan retribusi daerah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

c. pen)rusunan pemilahlS.data p"rr"gifr"n pajak dan retribusi daerah dan

lain-lain Pendapatan Asli Daer*#ng sah;

d. pen5rusunan mekanisme dan jadwal kegiatan operasional penagihan pajak

daerah, retribusi daerah dan laip-laiq, Pendapatan Asli Daerah yang sah;

e. penerbitan Surat,' a#frfina3at< t baerah, ,dan Surat Tagihan Retribusi

Daerah, sebagai surat'untiik m"t"t"kan penagihan pajak dan/atau sanksi

berupa denda;

f. pendistribusian Surat,Tagihan,.P,qjak Daerah dan Surat Tagihan Retribusi

Daerah kepada wajib pajak daerah/wajib daerah;

g. pelaksanaan penagihan sesgai,,sutat. Tagihan Pajak Daerah dan Surat

Tagihan Retribusi Daerah kepada Wqiib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi

Daerah serta menyiapkan retribusi;

h. penyiapan Surat Keputusan Keberatan terhadap Surat Keterangan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

yang diajukan wajib pajak;

i. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;

j. pemberian saran pertimbangan kepada pemimpin;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap seluruh

Penerimaan Pendapatan Daerah dan menJrusun Data Target Teknis

Pendapatan Daerah secara keseluruhan;

1. perumusan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber

dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

{2)



-18-

m. pelaksanaan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi Dana

Perimbangan;

n. pelaksanaan verifikasi dan validasi pelaporan terhadap pengelolaan Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;

o. penyiapan data, mengendalikan dan melaporkan Dana Perimbangan serta

lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

p. pelaksanaan waskat dan memberikan arahan dan tugas kepada bawahan;

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Penagihan Pajak dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 
19 .:

(1) Sub Bidang Penagihan' Pajak dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

mempunyai tugas melaksllakan .keg-iatan teknis oprasioanal penagihan

terhadap kewajiban pernbayaran pajak aairqb, oleh para wajib pajak daerah

maupun konfirmasi dan sinkr.odisi',$i.. penerimaan pendapatan dari hasil

kekayaan daerah yang dipisah.

(2) Untuk melaksanakan,tggas ses3Sli,gan dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Penagihan Pajak dan Kekayaan D...,,ai yang Dipisahkan melaksanakan

a. men5rusun usulan rencana'k{a;.kintlrja dan anggaran Sub Bidang;

b. menyiapkan bahan yffiig Aperiukaa dahm rangka men)rusun kebijakan,

pedoman dan petunjuk. rakrris- yang !s.Lk4itan dengan penagihan pajak

daerah;

c. menghimpun dan pengelohan data kewajiban pembayaran maupun

tunggakan pajak daerah;

d. menyusun jadwal kegiatan penagihan pajak daerah;

e. membuat dan penyampaian surat pemberitahuan kewajiban maupun

tunggakan p4jak daerah, serta melakukan penagihan dan retribusi;

f. melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;

g. menyiapkan data bahan evaluasi dan pelaporan;

h. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan;

i. melaksanakan pengawasan melekat dan memberikan arahan dan tugas

kepada bawahan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2

Sub Bidang Penagihan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pasal 20

(1) Sub Bidang Penagihan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah mempunyai tugas melaksanakan teknis oprasional penagihan terhadap

kewajiban pembayan retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paa ayat (1), Sub Bidang

Penagihan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

a. men5rusun usulan rencana kerja, kinerja anggaran dan Sub Bidang;

b. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan retribusi

daerah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

c. menghimpun dan pengolahan , data kewajiban pembayaran maupun

tunggakan/piutang retri:busi daerah trq!rylain Pendapatan Asli Daerah yang

sah;
., .ir i .r:;,:r.: 

J _.

d. menyusun jadwal penagih '.'''."1 r' ..

e. membuat dan p.oyamp" r#emberitahuan kewajiban maupun

tunggakan/piutang q. tlibusi daerah dan pendapatan lainnya;

f. melaksanakan kegi1 l p.elsihan n re,tr,ibusi, serta koordinasi dan

konsultasi; ' . , ,,. ,

g. menyiapkan data bahan evaluasi dan pelaporan;

h. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan;

i. melaksanakan p.ng**aS*n ,u1eleka,t 
. dan:'memberikan arahan dan tugas

kepada bawahan; dan '' '"'': ,'. 
'

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Pasal 21

(1) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis operasional monitoring dan pelaporan terhadap realisasi seluruh

penerimaan Pendapatan Daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana P"erimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Monitoring dan Pelaporan melaksanakan tugas :

a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Sub Bagian;

b. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis yang terkait monitoring dan pelaporan;
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c. menghimpun data dan informasi mengenai realisasi pendapatan daerah;

d. melaksanakan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi dan

raelisasi pendapatan daerah;

e. menghimpun dan pengolahan data rencana penerimaan pendapatan

daerah serta menJrusun data target teknis rencana penerimaan

pendapatan daerah;

f. menghimpun dan pengolahan data rencana penerimaan daerah yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah;

h. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusun kebijakan,

pedoman, juknis perolehan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;

i. melaksanakan evaluasi secara lerkala realisasi pendapatan daerah;

j. men5rusun laporan realisasi pendapatan daerah dan menyampaikannya

kepada pihak tertentu;

k. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan;

1. melaksanakan pengawasan melekat,.dan 'm€mberikan arahan dan tugas

kepada bawahan; dan

m. melaksanakan tugas lain yan$dib*!,ka1 ijleh atasan.

'- '.r,, ,,Bagi*. Kelima'

Bidang Pef bendah ar aari.

Pasal 22

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

dari tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah yaitu selaku Kuasa

Bendahara Umum Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perbendaharaan melaksanakan fungsi :

a. pengkoordinasian pen5rusunan dan peiaksanaan program, kegiatan dan

anggaran Bidang Perbendaharaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. pelaksanaan pembagian tugas kepada para Kepala Sub Bidang di bawah

Bidang Perbendahxaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara

lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;



e.

c.

d.

f.

ob.

n.

o.

q.

r.

-27-

pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah oleh

bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening

kas umum daerah, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan

penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul

akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pemberdayaan dan

penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

perumusan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

pengkoordinasian pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar

Surat Perintah Pencairan Dana;

pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen

pengesahan surat pertanggungjaw4bal, pemberian pembebanan rincian

penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungiawaban Gaji dan Non

Gaj i, serta penerbitan Sur,g,t Kete.r,44gae Penghentian Pembayaran ;

pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan

pemungutanf pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;

pengkoordinasian pelaksan""r, pumotongan dan penyetoran pajak atas

pengeluaran belanja daerah;

pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas

serta pemungutan de.n pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana

pengkoordinasian pen5rusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait Belanja Daerah;

pengkoordinasian dan kompilasi pelaporan dana transfer;

pengkoordinasian penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan surat

berharga;

pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan posisi kas umum daerah

secara berkala;

pengkoordinasian pembinaan pelaksanaa.n perbendah ar aan;

pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Perbendaharaan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai

masukan dan bahan tindak lanjut; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan

dan Aset Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

h.

1.

1.

m.

J.

k.

p.

S.
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Paragraf 1

Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Pasal 23

(1) Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja

Transfer mempunyai tugas menyiapkan Surat Penyediaan Dana dan

melakukan pengujian Surat Perintah Membayar Belanja Operasional,

Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dari Pejabat Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub

Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja

Transfer berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai

sebagai pedornan pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada. para bawahan Sub Bidang Belanja

Operasional, Belanja .iak Terduga.dan Belanja Transfer sesuai

dengan bidang tugaslya bai*,.secera lisan maupun tertulis agar

tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk ke-pada parg bawahan lingkungan Sub Bidang

Belanja Operasiona!'rBelanjq, Tak Terduga dan Belanja Transfer

baik secara' , lisan.i:,r,iaupun :tertulis untuk menghindari

penyimpangan da,n kedalah:an da.lam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang

Belanja Operasional;'Be nja 
"ak 

Terduga dan Belanja Transfer

dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja

untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi keda para bawahan lingkungan Sub Bidang

Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan peningkatan karier;

f. meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Belanja

Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer yang

diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. meneliti kelengkapan bukti pengeluaran dan kebenaran

pembebanan anggaran untuk memperoleh kepastian bahwa

pengeluaran yang tercantum dalam tanda bukti transaksi telah

dibebankan sesuai dengan akun belanja dan tujuan belanja yang



h.
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ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keqa

Perangkat Daerah;

menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai Surat Perintah

Membayar serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan

Dana;

melakukan pengendalian dan pencatatan Belanja Operasional,

Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer berdasarkan atas pagu

anggaran masing-masing;

melaksanakan penJrusunarl dan pembuatan laporan realisasi

pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;

melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan

Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas

berdasarkan .Surat Perintah Pencairan Dana dengan Perangkat

Daerah dan instansi terkait dalam rangka:pengendalian kas;

meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan

Penghentian Pernbayarao serta. melaksanakan proses penerbitan

P.embayaran gaji Pegawai NegeriSurat Keterang4n fe.p.$he$.{|1n j, :.

sipil; ,.'., a . ,, ':

melakukan Oimlin :'t1" p Perangkat Daerah dalam hal

pelaksanaan perbeadaharaani. -',
melaporkari,pi],aks ee{ :ka an SubiBidang Belanja Operasional,

Belanja Takr'T.-erd i{ ! aaiil tan3a Transfer baik secara lisan

maupun t*rtu se 'haii1 yangr telah dicapai sebagai bahan

informasi bagr@sen; a;" ." 
-',,,,.,,., '

melaksanakan .tugas lain yar1g ,diberikan oleh Kepata Bidang

Perbendaharaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Perbendaharaan.

j.

k.

1.

n.

o.

(1)

Paragraf 2

Sub Bidang Belanja Modal

Pasal 24

Sub Bidang Belanja Modal mempunyai tugas menyiapkan Surat

Penyediaan D.ana dan melakukan pengujian Surat Perintah

Membayar Belanja Modal dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:(2)



b.

c.

d.

e.

h.

J.

1.
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merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub

Bidang Belanja Modal berdasarkan prioritas target sasaran yang

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan Sub Bidang Belanja Modal

sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis

agtr tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang

Belanja Modal baik secara lisan maupun tertulis untuk

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

memeriksa hasil pekedaan para bawahan lingkungan Sub Bidang

Belanja Modal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan

petuqiuk ke{a untuk penyfmpq$}aan hasil kerja;

menilai prestasi ftepjs -para 'bawahan ,lingkungan Sub Bidang

Belanja Modal.,berdasarkan hasil lrerja yang dicapai sebagai bahan

dalam pembinaan dan peningkatan karier;

':: 
,:"i::,.:,.., ,,' rr.:i:, t. ,'

dibebankan sq$.Bg- d"ttg n ibelanja dan tqjuan belanja yang
.

ditetapkan dallrrii.,Do 
"L"*rraan 

Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah; '

menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai Surat Perintah

Membayar serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan

Dana;

melakukan pengendalian dan pencatatan belanja modal

berdasarkan atas pagu anggaran masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi

pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;

melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan

Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Perangkat

Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

k.
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melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam hal

pelaksanaan perbendaharaan ;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Modal baik

secara lisan maupun tertulis sesuai hasil yang telah dicapai

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Perbendaharaan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 25

(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan

administrasi penerimaan, penyimparran, dan pembayaran atas

beban rekening kas umum daerah serta penerimaan dan penyerahan

uang dan/atau surat-surat.berharga untuk kepentingan daerah.

(21 Uraian tugas seb4gaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut :

merencanakan.kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub

Bidang Pengelolaan Kas Daerah berdasarkan prioritas target

sasaran yang 'akan .dicapci ,sebagai pedoman pelaksanaan

membagi. tugas kepada pa:ra -bawahan Sub Bidang Pengelolaan

Kas Daerah .sesuai de-nganr bidang tugasnya baik secara lisan
.'. t..

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub

Bidang Pengelolaan Kas Daerah baik secara lisan maupun

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub

Bidang Pengelolaan Kas Daerah dengan membandingkan antara

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil

kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang

Pengelolaan Kas Daerah berdasarkan hasil keda yang dicapai

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;

m.

n.

a.

b.

C.

d.

e.
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g. melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga

keuangan lainnya yang ditunjuk;

h. memantau dan melaporkan posisi kas umum daerah secara

berkala;

i. melakukan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan surat

berharga;

j. melaksanakan telaahan pengelolaan utang dan piutang daerah;

k. membuat surat penagihan piutang daerah;

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas

Daerah baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil yang

telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang

Perbendaharaan.

: Bagian,Ke.enaml, '

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 26

(1) Bidang Akuntasi dan, Pelaporan maelaksanakan fungsi pen5rusunan,
.: '.: .t'1..:

pengoragnisasian, membina peng€valuasian, pelaporan pelaksanaan program

dan kegiatan Bidang serta.rtrelaksankan trrgas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

(2) Untuk melaksanakan fungsilsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan fungsi :

a. pen5rusunan program dan rencana kegiatan Bidang;

b. penyiapan bahan pen5rusunan dan perumusan kebijakan, petuduk teknis

serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

d. penyiapan bahan kebijakan akutansi dan pelaporan sebagai bahan

informasi dan rekomendasi untuk penetapan kebijakan Kepala Bidang;

e. penyiapan bahan penyusunan dan menganalisa bahan laporan

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bahan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. penyusunan Laporan Realisasi Anggaran per semester berikut

prognosisnya dan menyampaikan laporan tersebut ke Kementerian

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;
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g. penJrusunan bersama dengan Sub Bidang Akuntansi menyusun laporan

Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan

Operasioanal, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan;

h. penyusu.nan laporan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban

atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dibahas dan ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah;

i. pen5rusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia;

j. pengumpulan bahan-bahan Laporan keuangan paling lambat 3 bulan

setelah berakhirnya Tahun Anggaral uq,tqk diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia;

k. pelaksanaan penyesuaiin terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

berdasar hasil pemerikiaan 
"+,4g" 

Perneriksa Keuangan Republik

Indonesia;

l. penyampaian Rancangan 
.P."l?.Tr*rrlDaerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pe atan d&ir Belanja Daerah Kepada Guburnur

Kalimantan Tengah untuk dievaluasi :

m. pelaksanaan penyempurnaan atas Rancangal,Peraturan Daerah tentang

pertanggungj awaban Rnggaran P.endapatan dan Belanj a Daerah ;

n. penyiapan bahan-bahan rsvls -, 
,atasr., Laporan Keuangan Pemerintahan

Daerah;

o. penyiapan laporan keuangan perusahaan daerah yang sudah diaudit

setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir;

p. penyiapan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan

Laporan Keuangan;

q. penyiapan pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan tahunan;

r. penyajian informasi keuangan daerah;

s. pelaksanaan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat

Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun

instansi vertikal dalam rangka menyelengarakan tugas;

t. pembinaan, evaluasi dan motivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan

produktivitas kerja; dan

u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
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Paragraf 1

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi

Pasa|27

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat daerah

maupun instansi / lembaga eksternal yang terkait dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, mengkoordinir kegiatan Sub Bidang dan

membantu tugas laian sesuai perintah Kepala Bidang.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Rekonsiliasi dan Evaluasi melaksanakan tugas :

a. menyusun progr4m d.an rencana kegiatan Sub Bidang;

b. menyiapkan bahan penJrusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk

teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

Pendapatan d.an Belarlia.tDd , meneliti dan memeriksa kelengkapan

Surat Pertangguryry"Uigtfodg"io.t l, melaksanakan validasi terhadap

Surat Perintah Membry;U.qry;:Feflediaary.,Ganti Uang, Tambah Uang,

menyiapakan Uahan' kerbif,f$$nt4nsi- dan Pelaporan, men]rusun

Laporan Realisai, Angg4fan P.emeiintah .Daeratr, menyiapkan penJrusunan

dan penggabungani Laporan fertanggUngjaruaban Keuangan dan Barang;

menyiapkan bahan pembinaan teknis.dan evaluasi kegiatan;

meneliti dan pemeriksaan kel€n$kapan Surat Pertanggung Jawaban

Fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Buku Kas Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

menyusun surat teguran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

belum menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum men5rusun Laporan

Keuangannya;

melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan

bidang terkait;

melaksanakan rekonsiliasi atas laporan Aset Daerah dengan Bidang Aset;

melaksanakan rekonsiliasi, pencocokan penerimaan dan belanja dengan

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

menyiapkan bahan pen5rusunan dan menganalisa bahan laporan

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2t

c.

d.

e.

f.

h.

i.

J.
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eksternal;

Melaksanakan

melaksanakan
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koordinasi dan konsultasi secara internal maupun

pembinaan, evaluasi dan motifasi kinerja staf; dan

tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.

m.

Paragraf 2

Sub Bidang Akuntansi

Pasal 28

(1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan

kebijakan teknis dan kegiatan kebijakan akuntansi dan melaksanakan tugas

lain yang diberikan Kepala Badan;

(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dirnaksud, pada ayat (1), Sub Bidang

Akuntansi melaksanakan tugas :

a. men5rusun Pogram dan rencana kegiat?! Sub Bidang;

b. menyiapkan bahan, plnyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk

teknis serta rencana.strategis,Ses,,,llgi lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan Xebij,gilan Aku@gi'Penerimaan Akuntansi Belanja,

d. men5rusun Lanorll Rea1isasi,,:Anggaran ,semester pertama berikut

prognosisnya untqk :.ai Oai ke Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalarn't\Ie n.ne* Per.wakilan Ralqyat Daerah;

e. men5rusun Lapoqqq, Nelaca :Daerah dan memberikan masukan dalam

penyusunan Lapora4,.Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan

Operasioanal, Laporan 
,'Perubahan 

-Ekuitas, laporan perubahan Saldo

Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan;

f. men5rusun evaluasi dan kecocokan Laporan Penerimaan;

g. melaksanakan evaluasi, dan kecocokan penyertaan modal Pemerintah

Daerah sebagai dasar pencatatan aset pada Neraca Daerah Pemerintah

Daerah;

h. menJrusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

i. melaksanakan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah

tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

j. melaksanakan evaluasi atas dana bergulir pemda dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah terkait untuk dijadikan bahan penyusunan Laporan

Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan;
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k. menyiapkan laporan barang milik daerah Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

menyiapkan dan pencocokan laporan hasil pengadaan aset daerah;

menyiapkan koordinasi dan konsultasi secara internal maupun eksternal;

melaksanakan pembinaan, evaluasi dan motifasi kinerja staf; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

l.

m.

n.

o.

Paragraf 3

Sub Bidang Pelaporan

Pasal 29

(1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional

Sub Bidang Pelaporan melakukqn koordrnasi dan tugas lain diberikan Kepala

Bidang.

(2) Untuk melaksankan tugas seb.agalrnana.dimaksud pada ayat (L), Sub Bidang

Pelaporanmelaksanakantq s: ,.,. 
I 

..,1

a. men]rusun program, dan ten@a:,$iffan Sub Bidang;

b. menyiapkan bahan'. penJrusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk

teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan'pqmbinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
. .:t,: 

.... ...

d. menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan sebagai bahan

informasi dan rekomendasi.@k6diretapry irebij akan Kepala Badan;

e. menyiapkan bahan pen5rusunan dan. menganalisa bahan laporan

penggunaan Anggaraq,=Pendapatari'da,q.,:. $slanja Daerah sebagai bahan

pertanggungiawaban pengeldad&euangan daerah;

f. menJrusun Laporan Realisasi Anggaran semester per semester 1 berikut

prognosisnya dan menyampaikan laporan tersebut ke Kementerian

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah;

g. mer{rusun bersama dengan Sub Bidang Akuntansi men5rusun Laporan

Neraca Daerah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, laporan perubahan Sa-ldo

Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan;

h. men5rusun Rancangan Peraturan Daerah pertanggungiawaban atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diajukan ke

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia;



j.

k.
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menyusun Rancangan Peraturan Bupati untuk penjabaran

pertanggungiawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

mengumpulkan bahan -bahan Laporan Keuangan paling lambat 3 bulan

setelah berkhirnya Tahun Anggaran untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia yang dilampiri dengan Laporan Keuangan

Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah;

Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk di evaluasi;

melaksanakan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyiapkan bahan review atas J.aporan Keu4ngan Pemerintah_daerah;

menyiapkan Permintaan Laporan Keuangan perusahaan daerah yang

sudah diaudit setelah Anggaran Peqdapatan dan Belanja Daerah berakhir;

Menyampaikan permintaan kepada kepala Satuan Keda Perangkat Daerah

sebagai Penggunar Angga@t 7 .,.Kuasa Pengguna Anggaran untuk

menyampaikan Laporan Keuangan;

p. menyiapkan pernyataan pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan

m.

n.

o.

q.

r.

s.

t.

Tahunan;

menyajikan informasi'keu:angan,daef-.,' h; ' '

melaksanakan koordinasi dan kodtsUlasi,secara internal dan eksternal;

melakukan pembinaaq, evaluasi dan motivasi kinerja staf dalam upaya

peningkatan produktift$ tcerja; dan

melaksanakan tugas lain yang di'berikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Aset Daerah

Pasal 30

{1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,

pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,

inventarisasi, perubahan status hukum, tuntutan ganti rugi serta

pembinaan, pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Aset Daerah melaksanakan fungsi :
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a. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam bidang

pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang

penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. pen5rusunan kebijakan serta pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan

perencanaan, pembukuan, inventarisasi, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, perubahan status

hukum, tuntutan ganti rugi serta pembinaan, pengawasan pengendalian

Barang Milik Daerah;

d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah;

e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan Barang Milik Daerah secara

periodik;

g. pelaksanaan administrasi pe:mberian ,tjin pemakaian dan pemanfaatan

serta pengamanan'b, . S aaglft sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlakx; :,.,,,o, .:::..::;:

h. penyelenggaraan administrasi pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan dan tuntutan ganti rugi dan sanksi Barang Milik Daerah;

i. pelaksanaan pernbinaanl. pengawg*rr {an pengedalian atas pengelolaan

Barang Milik Daerah; dan

j. pelaksanaan tugas lain teagati i kan oleh'atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

' , .,P€tf 
',t.,

Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan

Pasal 31

(1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan merupakan unsur

pelaksana Bidang Aset yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan analisis kebutuhan

dan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah,

(2) Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan, melaksanakan

tugas :

a. men5rusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

b. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

c. men5rusun kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis di bidang

analisis kebutuhan barang dan pemeliharaan serta penatausahaan;
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d. men5rusun Standar Harga Satuan Barang;

e. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

f. melaksanakan perhitungan penlrusutan aset tetap dan aset tidak

berwujud;

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas

pen)rusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan serta

pencatatan dan inventarisasi;

h. melaksanakan rekonsiliasi pencatatan aset daerah secara periodik;

i. menJrusun laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Aset.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan

Pasal 32
..

t t 

'tt 
'_"

(1) Sub Bidang Pengamanan.: dan ,,,,P.e,rli31faatan merupakan unsur pelaksana

Bidang Aset yang dipimpin ol .fepati!',$ub Ridang mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan melaksanakan pengamarlan, pemanfaatan dan
: t.::: i-i..

penerbitan status penggUna bar4r1g, ;mutasi, serta pemindahtanganan Barang

(2) Kepala Sub Bidang Pengarnanantdan'PCmanfaatan, melaksanakan tugas :

a. melaksanakan pengamanan Barang Milik Daerah;

b. menerbitkan status, - pengggnaan, mutasi, pemanfaatan dan
:

pemindahtanganan Barang Mitik Da ;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;

d. menyiapkan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman/ petunjuk teknis

di bidang pengamanan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penilaian;

f. melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah;

g. melaksanakan pembinaan administrasi pengamanan dan pemanfaatan

Barang Milik Daerah;

h. melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Aset.
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Paragraf 3

Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan

Pasal 33

(1) Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan merupakan unsur pelaksana

Bidang Aset yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penghapusan dan

pemusnahan Barang Milik Daerah serta melakukan Ttrntutan Ganti Rugi.

(2) Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan, melaksanakan tugas :

a. Melakukan penelitian dan pemrosesan usulan penghapusan Barang

Milik Daerah;

b. menyusun kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis di bidang

penghapusan, pemusnahan dan tuntutan ganti rugi Barang Milik

Daerah; , t, '.

melaksanakan pembinaan administrasi penghapusan, pemusnahan

dan tuntutan ganti ruBi bar4ng daerah;

menyelesaikan . asa{hg,,Trntutan Ganti Rugi Barang Milik

Daerah; ..' j;i..a'i! 
'aii. 

o ,

melaksanakan:,ptrtan atas'pelaksanaan tugas kepada

Kepala Bidang; daa '1,'1,11" 

" 'r::':, :; '

}i!q ,,y erikan oleh Kepala Bidang secara

' :. : .1 ., r: : ,-'''-.BABIV' , r, '

KELOMPOK JABATAN

' 'Bagian'Kesatr.r

Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

d.

e.

f. melaksanakan tugas

berkala dalam rangka

(1)

(2)

(3)

(41
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(3)

(41

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(8)

(e)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 35

Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis
jabatan.

Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional, diangkat dalam jabatan Pelaksana.

Pengangkatan PNS dalam jabq.t ksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) di lingkungan ''Badiin: Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selataa di!qkukan'.6' sekretaris Daerah dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati ddngan be. qpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset. :Daeraiti..rKeb..Fp. n rBarito Selatan dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dqn etapkan dengan Keputusan Bupati.

Uraian tugas Jabatan pelaks4na pada Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetap|<e+'oleh Kepala Badan.

BAB V.

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di

luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan

laporan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wqiib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahan.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh

satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberiaan bimbingan

kepada bawahan m.asing-ma$hg, w4"iib mengadakan rapat berkala.

Eselon II b atau Jabatan

a atau Jabatan

(3) Kepala Bidang merupakan.,Jabatan' Struktural -Eselon III b

ti:',.'Administrator. ',,t-: ,. ,,:

(4) Kepala Sub Bagian *.ropatanrt;dgbe#*ftft .al Eselon IV a

atau Jabatan

atau Jabatan

Pengawas.

(5) Kepala Sub Bidang merupakan

Pengawas.

Jabatan Struktural Eselon IV a atau jabatan

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 38

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Badan dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Aparatur Sipil Negara

beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas

dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor

39 Tahun 2A16 tentang Penjabaran T\rgas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2016 Nornor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-,.' ?Csd 4,1'.

1,.: . i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku,,Fada. tanggal diundangkan.

'tl'' '" ' "'"liAgar setiap orang mengetahuin5l .,,fisernbtiRtahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempata.rny*'.AA#Berita' Daerah Kabupaten Barito

Ditetapkan di Buntok

pada talggal 'i Jul-i 2027

Diundangkan di Buntok
pada tanggal g Juli 202t

TAN,
')

BARITO SELATAN TAHUN 2A2l NOMOR g
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